KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA

Nomor : W17-Al/ c0¥/HM.01.1/G1/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

Kedua

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA
TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA

Bahwa rangka memberikan pelayanan yang cepat, te-tib, mudah dan trasparan bagi
masyarakat pencari keadilan demi tercapainya reformasi 3irokrasi, Keterbukaan Informasi
dan Pelayanan Publik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka perlu dibentuk
Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama
Samarinda Kelas IA Tahun 2019;

L

2

15,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomcr 3 Tahun 2006 terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentarg Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentarg Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 5 Tzhun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Inconesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik;

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;

. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomer 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor

01/WKMA-NY/SK/I/2009 tertang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah
Agung RI;

. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Nomor 0017/DjA/SK/VII/2911 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di
Lingkungan Peradilan Agama;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TAHUN 2019;

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ke:as [A Samarinda Nomor : W17-
A1/43 /HM.01.1/1/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja
Informasi Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun 2018;



Keziga : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama
Samarinda Kelas IA Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lajur 2
dalam jabatan sebagaimana pada lajur 6 daftar lampiran surat keputusan ini;

Kesmpat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepaca yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

YAHRUD N, S.H, M.H.
3561108 198203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth;

Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta,

Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI, Jakarta;

Kepala Biro Keuangan, Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI, Jakarta,
Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R1, Jakarta;

Ketua Pengadilen Tinggi Agama Samarinda.
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